Implementasi Jaga Warga

DELAPAN desa di Kulonprogo
mengantongi kepercayaan untuk
melaksanakan program Jaga Warga.
Sejumlah desa yang dimaksud yaitu
Giripenidan Bendungandi Wates, Ka-
rangsari, Tawangsari,danMargosaridi
Pengasih, Kedundangdi Temon, Harg-
orejo di Kokap, serta Pendoworejo
di Girimulyo. Masyarakat setempat
diharapkan berkontribusi dalam
upayamemeliharaketenteramandan
kesejahteraan sosial di lingkungan
masing-masing.

Selama ini, gangguan keamanan
dan ketertiban masyarakat rentan
menghambatkelancaran pembangu-
nan daerah. Dengan diluncurkannya
program ini, masyarakat desa hen-
daknya memiliki kepedulian supaya
wilayah sekitarnya tetap aman, nya-
man, serta kondusif. Mereka dituntut
lebih peka terhadap problematika
yang mengancam stabilitas daerah,
seperti premanisme, narkoba, serta
konflik antarwarga.

Urgensi Partisipasi

Di antara tujuan program Jaga
Warga yaitu melibatkan masyarakat
dalam urusan publik. Mereka diajak
untuk bersama-sama memperhati-
kan kondisi sekitarnya. Dalam iklim
yang demokratis, kedudukan warga
negara benar-benar diakui, hak dan
kewajiban mereka genapdiaturdalam
Pasal 27 Sampai34 UUD 1945. Mereka
tidak lagi diperankan menjadi objek,
melainkansebagaisubjek pembangu-
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nan. Disinilaharti penting masyarakat
dalam mendukung kebijakan pemer-
intah daerah.

Partisipasi menjadi sarana yang
efektif dalam menumbuhkan kembali
modalsosial didesa. Partisipasimeng-
hendaki terbangunnya masyarakat
yang mandiri dengan ikatan sosial
yang kuat. Apalagi, merangseknya
budaya urban ke wilayah pedesaan
membuat semangat kekeluargaan
dan kerja sama di tingkat grassroot
(akar rumput) kian luntur. Padahal,
sejak dulu, prinsip kebersamaan

melekat pada diri orang
desa. Dalam kehidupandesa
berlakugotong-royong, baik E
untuk kepentingan pribadi =3
maupunkepentinganrakyat. =

Pada masa kerajaan Ma-
japahit, tradisiinidisebutra-
jakarya, atau dalam bahasa
Jawa baru gugur gunung.
Sebagaimana arti menurut
susunan katanya, rajakarya tidak
dikhususkan bagi kepentingan raja
atau penguasa semata. Rajakarya
jugadiberlakukan untuk kepentingan
masyarakatdesa. Tradisi inidisemara-
kkan oleh para penghuni desa tanpa
disertai upah (Slamet Muljana, 2005:
100-101).

Dalamnegarademokrasi, pember-
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dayaan masyarakat dalam berbagai
kepentingan publik merupakan hal
yang urgen. Pemerintah daerah di-
tuntut mampu melahirkan lembaga-
lembaga atau organisasi non-negara
yang menjadi saluran preferensi di
aras lokal. Kehadiran lembaga atau
organisasi tersebut tidak mengham-
bat jalannya pemerintahan, melain-
kan justru membantu terlaksananya
kebijakan.

Demokratisasisebagai salah satu
prinsip kelembagaan lokal, sangat
penting karena sejumlah alasan.
Pertama, meningkatkan
partisipasiatauketerlibatan
masyarakat dalam mengini-
siasi sekaligusmewujudkan
kebijakan pemerintahsupra
» desa. Kedua, membekali

pendidikan politik bagi ma-

syarakat dalam upaya men-
ciptakan pemerintahan yang
baik. Ketiga, membangun
kepercayaan, baik sesama wargadesa
maupun antara masyarakat dengan

pemerintah.
Perlu Solidaritas

Implementasi program Jaga Warga
memerlukan solidaritas. Partisipasi
orang desa dalam kegiatan-kegiatan
publik dan sosial kemasyarakatan
meniscayakan interaksi dan komu-

nikasi yang intens. Agar bernuansa
demokratis, partisipasi semestinya
tidak meninggalkan perempuan.
Bagaimana pun, kaum Hawa me-
megang peranan penting dalam
mengintegrasikan kebutuhannya
dalam program-program pemerin-
tah daerah. Berbagai pengalaman
di lapangan membuktikan bahwa
budaya patriarkal membuat proses
pengambilan keputusan di tingkat
lokal berada dalam dominasi laki-
laki. Padahal, iklim yang berpihak
pada kaum Adam hanya menjadikan
program JagaWarga “jalandi tempat”.
Yang tidak kalah penting, terha-
dap berbagai macam permasalahan,
masyarakatbisamenempuhlangkah
preventif yang dinilai lebih baik
dibandingmekanisme “pemadam ke-
bakaran”,dimanaupayapenyelesaian
dilakukan setelah masalah muncul
ke permukaan. Karena berusaha
mencegah risiko dan bahaya pada
masa mendatang, langkah ini mem-
butuhkan perencanaanyang matang.
Dalam konteks inilah, mereka dapat
menggelar musyawarah formal dan
informal. Dengan demikian, kecuali
berhubungan dengan tindak pidana
yang tentu menjadi domain aparat
kepolisian, masalah-masalah sosial
bisa teratasi dengan baik. **
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